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BAB III 

PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL 

NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001  

 

A. Pengertian Pungutan Liar 

Pungutan liar yang biasa disebut pungli merupakan istilah politik 

yang kemudian dipopulerkan lebih lanjut oleh dunia jurnalis. Dan dalam 

hukum pidana, istilah ini tidak pernah kita jumpai. Pungutan liar atau 

pungli merupakan gejala yang sudah ada di Indonesia sejak Indonesia 

masih dalam masa penjajahan dan bahkan juga sebelum itu. Namun istilah 

pungutan liar secara nasional baru diperkenalkan pada tahun 1977 yaitu 

saat kaskopkamtib yang bertindak selaku kepala operasi tertib bersama 

menpan dengan gencar melaksanakan operasi tertib (opstib) yang sasaran 

utamannya adalah pungli.1 

Pada masa Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikeluarkan Instruksi Presiden 

No. 9 tahun 1977 tentang Operasi Penertiban (1977-1981), dengan tugas 

membersihkan pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat 

pemda dan departemen. Untuk memperlancar dan mengefektifkan 

pelaksanaan penertiban ini ditugaskan kepada Menteri Negara Penertiban 

Aparatur Negara, untuk mengkoordinir pelaksanaannya dan 

                                                           
1 Kajian pustaka, “pungutan liar”,http://PungutanLiar(PUNGLI)_KajianPustaka.com.artikel ini 

diakses pada 06 januari 2017. 

http://pungutanliar(pungli)_kajianpustaka.com/
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Pangkopkamtib untuk membantu Departemen/Lembaga pelaksanaanya 

secara operasional.2 

Sebenarnya, pungutan liar adalah sebutan untuk semua bentuk 

pungutan-pungutan yang tidak resmi atau yang tidak memiliki ladasan 

hukum. Maka, tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan 

liar atau yang biasa disebut dengan kata pungli. 

Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau 

Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran 

sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang 

berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan 

perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi. 

Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya 

prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari 

semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan 

pelayanan publik yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang 

menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik 

pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.3 

Istilah lain yang dipergunakan oleh masyarakat mengenai pungutan 

liar atau pungli adalah uang sogokan, uang pelicin, salam tempel dan lain 

                                                           
2Wijayanto,“Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan” 

(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama2010),672. 

3BPKP, “Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan 
Masyarakat”, ( Jakarta: Tim Pengkajian SPKN RI. 2002),6. 



54 
 

 

lain. Pungutan liar pada hakekatnya adalah interaksi antara petugas 

dengan masyarakat yang didorong oleh berbagai kepentingan pribadi.4 

Ada beberapa rumusan mengenai tindak pidana yang berhubungan 

atau memiliki kesamaan dengan dengan tindakan pungutan liar dalam 

kitab undang-undang hukum pidana. Seperti dalam pasal 268 ayat 1 

tentang pemerasan yang secara tegas menetapkan:5 

(1) ”barang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang 

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, 

atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam 

karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan 

tahun.” 

(2) Ketentuan pasal 265 ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku bagi 

kejahatan ini.” 

Ketentuan dalam pasal 368 ayat 1 di atas mengandung dua unsur 

yakni6 

a. Unsur objektif, yang meliputi unsur unsur: 

1) Memaksa; 

2) Orang lain; 

                                                           
4Soedjono, Dirdjosisworo, “Pungli: Analisa Hukum & Kriminologi, cetakan ke-2”, (Bandung: 

Sinar Baru. 1983),15. 

5 “KUH Perdata, KUHP, KUHAP”, (Jakarta: WIPRESS, 2008),516. 
6 Pakar Hukum, “Pemerasan”, Http://Pakarhukum.Site90.Net/Pemerasan.Php.Artikel Ini Diakses 

Pada 19 Maret 2017. 

http://pakarhukum.site90.net/pemerasan.php
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3) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 

4) Untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang yang 

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; 

5) Supaya memberi utang; dan 

6) Untuk menghapus piutang. 

b. Unsur subjektif, yang meliputi unsur unsur: 

1) Dengan maksud; dan 

2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. 

        Adapun rumusan dalam pasal 425 KUHP adalah sebagai berikut: 

“Diancam karena melakukan pemerasan dengan pidana penjara paling 

lama tujuh tahun: 

1. Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, 

menerima, atau memotong pembayaran, seolah-olah berhutang 

kepadanya, kepada pejabat lainnya atau kepada kas umum, padahal 

diketahuinya bahwa tidaak demikian adanya; 

2. Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau 

menerima pekerjaan orang atau penyerahan barang seolah-olah 

merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahuinya bahwa tidak 

demikian halnya; 

3. Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, seolah-olah 

sesuai dengan aturan-aturan yang bersangkutan telah menggunakan 

tanah negara yang di atasnya adaa hak-hak pakai Indonesia, dengan 

merugikan yang berhak padahal diketaahuinya bahwa itu 

bertentangan dengan peraturan tersebut. 

Penjelasan 

1. Pegawai negeri yang pada waktu menjalankan jabatannya, masih atau 

menerima sesuatu atau menahan diri dari sesuatu pembayaran, 

seolah-olah harus dibayar, baik kepada dirinya sendiri, maupun 



56 
 

 

kepada pegawai negeri lain atau kepada kas umum sedang 

diketahuinya, bahwa barang sesuatu itu bukan termasuk utang orang; 

2. Pegawai negeri yang pada waktu menjalankan jabatannya, menagih 

atau menerima seolah-olah diharuskan, pekerjaan oarang atau 

pemberian barang sedang diketahuinya, bahwa sekalian itu bukan 

termasuk hal yang diharuskan dengan syah; 

3. Pegawai negeri yang pada waktu menjalankan jabatannya, seolah-

olah menurut peraturan tentang tanah pemerintah, yang dikuasai 

dengan hak bumi putera memakai tanah itu, dengan merugikan orag 

yang berhak, sedangkan diketahuinya, bahwa denga perbuatan itu ia 

melanggar peraturan tersebut. 

Kejahatan ini dinamakan “knevelarij” (permintaan memaksa). Supaya 

dapat dihukum menurut pasal ini, maka pegawai negeri tersebut harus 

melakukan perbuatan-perbuatan itu dalam melakukan jabatannya. 

Menurut Arrest hoge raad 17 oktober 1892, maka seseorang sekretaris 

gemeente yang telah meminta bayaran lebih dari semestinya untuk surat-

surat yang dipergunakan bagi pernikahan itu tidak dapat dikenakan pasal 

ini. Karena pemungutan bea seperti itu bukan pekerjaan sekretaris 

tersebut. Seorang inspektur polisi yang atas permintaan orang telah 

membuat proses perbal terhadap orang lain karena telah menipu orang 

tersebut, meminta bayaran untuk pembuatan proses perbal itu, dapat 
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dikenakan pasal ini, karena pembuatan peroses perbal adalah pekerjaan 

daari inspektur polisi.7 

Pemerasan berasal dari kata “peras” yang mendapat imbuhan kata 

“pe” dan “an” yang menunjukkan sebuah kata kerja. Dimana mengartikan 

perbuatan memeras, mengancam atau mengambil keuntungan dari orang 

lain secara paksa.8 

Pemerasan dalam bahasa KUHP Belanda adalah “afpersing” yang 

diatur dalam KUHP pasal 368. Dimana kata “afpersing” ini dirumuskan 

sebagai pemerasan dan pengancaman.9 Dalam buku ke II bab ke XXIII 

KUHP terdiri dari dua macam kejahatan, yaitu “afpersing” atau 

pemerasan dan “afdreigung” atau pengancaman. Namun karena kedua 

kejahatan tersebut memiliki sifat yang sama yakni mempunyai tujuan 

untuk memeras orang lain maka kedua kejahatan tersebut biasanya 

disebut dengan nama yang sama yaitu “pemerasan”10 

Pemerasan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang terdapat 

unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum 

dengan rangkaian kekerasan atau dengan ancaman agar orang lain 

menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya. 

                                                           
7R. Soesilo, kitab undanh-undang hukum pidana,..288. 
8Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet Iii”, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005),885. 
9Sudrajat Bassar, “Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana, Cet II”, (Bandung: Ramadja Kaarya Cv. 1986),64. 
10Lamintang Dab Djisman Samosir, “Delik-Delik Khusus: Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap 
Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik”, (Bandung: Tarsito, 1995),164. 
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Tindakan pemerasan sama halnya dengan pemaksaan. Dimana dalam 

hal ini pemaksaan disebut ghasab atau mengambil paksa hak/harta orang 

lain. Ghasab secara terminologi adalah upaya untuk menguasai hak orang 

lain secara permusuhan atau terang-terangan.11 

Selain memiliki kesamaan dengan pemerasan. Punguta liar juga tidak 

lepas dari penipuan. Dimana sama-sama untuk mendapatkan keuntungan. 

Penipuan berasal dari kata “tipu” yang berarti perbuatan atau perkataan 

yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud menyesatkan, mengakali, 

atau mencari untung. Penipuan  bersal dari kata tipu yang mendapat 

imbuhan “pe” dan “an” yang berarti perbuatan menipu, membodohi atau 

memperdayai12 untuk memperoleh keuntungan dari orang lain. 

Penipuan adalah sebuah proses, cara, perbuatan atau perkara 

(mengecoh).13 Jadi penipuan adalah suatu cara dalam perbuatan pelaku 

untuk membohongi seseorang (korban) agar pelaku dapat mengecoh si 

korban dan pelaku mendapatkan keuntungan dari si korban tersebut. 

Pengertian lainmenyebutkan bahwa penipuan adalah suatu bentuk 

dari berkicau. Sifat umum dari perbuatan itu adalah bahwa orang dibuat 

keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya.14 

Penipuan dalam KUHP dimuat dalam buku ii bab xxv tentang 

perbuatan curang yang terdiri dari pasal 378 s/d pasal 395. Title asli bab 

                                                           
11M. Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam...,105. 
12Eko Endarmoko, “Tesaurus Bahasa Indonesia”, (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 

2006),674. 
13Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet III”, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005),1199. 
14Sudrajat Bassar, “Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana, Cet II”, (Bandung: Pemadja Karya Cv, 1968),.81 
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ini adalah bedrog yang banyak diterjemahkan oleh ahli sebagi penipuan 

dan perbuatan curang. Kata penipuan sendiri memiliki dua pengertian 

yaitu: 15 

1. Penipuan dalam arti luas dalah semua kejahatan yang dirumuskan 

dalam bab xxv kuhp. Adapun seluruh ketentuan tindak pidana dalam 

bab xxv ini disebut denga penipuan. Oleh karena dalam semua tindak 

pidana di sini terdapatnya perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu 

atau membohongi orang lain. 

2. Penipuan dalam arti sempit adalah bentuk penipuan yang dirumuskan 

dalam pasal 378 (bentuk pokoknya) dan 379 (bentuk khususnya), atau 

yang biasa disebut dengan oplichting. 

       Ketentuan dalam pasal 378 ini merumuskan tentang tindak pidana 

oplichting yang berarti juga penipuan dalam arti sempit.16 Rumusan ini 

adalah bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam 

bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur yang bersifat 

meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan (pasal 

379). Sedangkan penipua dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk yang 

diperberat. Pasal 378 merumuskan sebagai berikut:17 

“barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri aau 

orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu 

atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian 

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang 

                                                           
15Adami Chazawi, “Kejahatan Terhadap Harta Benda, Cet  II”, (Malang: Banyumedia Publising, 

2006),115. 
16Wirjono Prodjodikoro, “Tindak-Tindak Pidana Tertentu, Cet III”, (Bandung: Pt. Refika 

Aditama, 2003),36. 
17“KUH Perdata, KUHP, KUHAP...,513. 
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sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun 

menghapuskan piutang, diancam dengan penipuan dengan pidana 

penjara paling lama empat tahun” 

 

Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif yang 

meliputi:18 

1. Perbuatan menggerakkan 

2. Yang digerakkan adalah orang 

3. Tujuan perbuatan: 

a. Menyerahkan benda 

b. Memberi hutang dan menghapuskan piutang 

4. Upaya-upaya penipuan 

a. Dengan menggunakan nama palsu 

b. Menggunakan martabat atau kedudukan palsu 

c. Menggunakan tipu muslihat 

Unsur-unsur subjektif meliputi:19 

1. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

2. Maksud melawan hukum 

       Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang terdapat 

unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum 

dengan rangkaian kebohongan untuk agar orang lain menyerahkan barang 

atau sesuatu kepadanya. 

                                                           
18Adami Chazawi, “Kejahatan Terhadap Harta Benda”Cet  II..,116. 
19Ibid.,129. 
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       Penipuan adalah suatu perilaku yang bersumber dari sifat 

kemunafikan. Hal ini merupakan suatu tindak pidana yang erat kaitannya 

dengan harta.20 

Pungutan liar merupakan suatu tindakan yang dilakuka oleh orang 

yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pada orang yang dikenai 

pungutan tersebut. Sehingga karena kedudukan atau jabatan inilah 

seseorang memanfaatkannya untuk kepentingan dirinya sendiri atau pun 

kelompoknya.  

Seperti yang terdapat dalam rumusan kitab undang-undang hukum 

pidana pasal 423 yang berbunyi:21 

“Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain secara melawan hukum, dengan menyalah gunakan 

kekuasannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk 

membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk 

mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara 

paling lama enam tahun”. 

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 423 KUHP adalah 

sebagai berikut:22 

1. Unsur-unsur subjektif:  

a. dengan maksut untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

secara melawan hukum (Met het oogmerk om atau zich of een 

ander waderrechtelijk te bevoordelen); 

b. menguntungkan secara melawan hukum (Wederechtelijk 

                                                           
20Zainuddin Ali, “Hukum Pidana Islam, Cet Ii”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),71. 
21KUH Perdata, KUHP, KUHAP”...,Hlm.523 
22P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, “Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Dan Kejahatan 
Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),144. 
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bevoordelen); 

2. Unsur-unsur objektif: 

a. seorang pegawai negeri (De ambtenaar); 

b. menyalahgunakan kekuasaan (Misbruik van gezag); 

c. memaksa orang lain untuk (Iemand dwingen om): 

1) menyerahkan sesuatu (Ieat af te geven); 

2) melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau 

(Eene terughouding genoegen nemen bij eene uitbetaling)  

3) melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi (Een persoonlijken 

dienst verrichten). 

 

B. Aparatur Sipil Negara 

Aparatur sipil negara atau pegawai negeri adalah setiap warga negara 

RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat 

yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau 

diserhi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.23 

Pengertian ASN dalam rumusan undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 

Tentang Aparatur Sipil Negara terdapat pada BAB I tentang ketentuan 

umum, yakni pada pasal 1 yang berbunyi:24 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
 

                                                           
23Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang 

Kepegawaian 
24Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 
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1. Aparatur  Sipil  Negara  yang  selanjutnya  disingkat ASN 

adalah profesibagi pegawai negeri sipildan pegawai pemerintah 

dengan perjanjian kerjayang bekerja pada instansi pemerintah. 

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara  yang selanjutnya disebut 

Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerjayang diangkat oleh 

pejabatpembina kepegawaiandan diserahi tugas dalam suatu 

jabatan pemerintahan atau diserahi  tugas  negara  lainnya  dan  

digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalahwarga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,  

diangkat  sebagai  Pegawai  ASN secara tetap oleh pejabat 

pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

 

Seorang pegawai negeri atau aparatur sipil negara yang sudah 

diserahi tugas berdasarkan peraturan yang sudah ada harus sepenuh hati 

menjalankan semua tugas yang dibebankan kepadanya. Pelaksanaan 

tugasnya juga harus sesuai dengan kedudukan dan posisi jabatan pegawai 

tersebut. Jika pegawai tersebut melanggar aturan yang sudah ditetapkan 

maka pegawai tersebut bisa disebut dengan berkhianat. Dimana dia 

mengingkari janjinya untuk menjalakan tugasnya. 

Mengenai suatu jabatan tidak akan pernah lepas dari sebuah kode 

etik. Seperti halnya pegawai negeri atau aparatur sipil negara. mereka 

juga tidak lepas dari adanya kode etik yang bertujuan untuk menjaga 

martabat dan kehormatan mereka. Adapun kode etik ini dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara terdapat pada 

pasal 5 yang berbunyi:25 

(1)Kode etikdan kodeperilakusebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 

bbertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. 

(2)Kode etik dankodeperilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi 

pengaturan perilakuagarPegawai ASN: 

                                                           
25Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 
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a. melaksanakantugasnya dengan jujur, bertanggung 

jawab,danberintegritastinggi; 

b. melaksanakan  tugasnya  dengan  cermat  dan disiplin; 

c. melayanidengansikaphormat,sopan,dantanpa tekanan; 

d. melaksanakantugasnyasesuaidenganketentuan peraturanperundang-

undangan; 

e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan 

atauPejabatyang Berwenangsejauh tidak bertentangandengan 

ketentuanperaturan perundang-undangandanetikapemerintahan; 

f. menjagakerahasiaanyangmenyangkutkebijakan negara; 

g. menggunakankekayaandanbarangmiliknegara 

secarabertanggungjawab,efektif,danefisien; 

h. menjaga  agar tidak terjadi konflik  kepentingan 

dalammelaksanakantugasnya; 

i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan 

kepadapihak lain yang memerlukan 

informasiterkaitkepentingankedinasan; 

j. tidakmenyalahgunakaninformasiintern  negara, 

tugas,status,kekuasaan, danjabatannya untuk 

mendapatataumencarikeuntungan ataumanfaat 

bagidirisendiriatauuntukoranglain; 

k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu 

menjagareputasidanintegritasASN;dan 

l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang- 

undanganmengenaidisiplinPegawaiASN. 
 

(3)Kode etikdan kodeperilakusebagaimana dimaksud 

padaayat(1)dilaksanakan sesuaidenganketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

 

Selain itu juga, terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang membahas 

mengenai tindakan-tindakan pegawai negeri yang melanggar peraturan. 

Rumusan ini terdapat dalam KUHP BAB XXVIII tentang kejahatan 

jabatan yang terdiri dari pasal 413 sampai dengan 437. 

Adapun dalam hal ini juga terdapat beberapa pasal yang termasuk juga 

menyangkut dengan tindakan pungutan liar. Diantara pasal-pasal tersebut 

yakni pasal 421, pasal 423, dan pasal 524. 
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Rumusan dari pasal 421 adalah sebagai berikut: 26 “Seorang 

pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk 

melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan 

pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.” 

 

Tindak pidana menyalahgunakan kekuasaan oleh seorang pegawai 

negeri untuk memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan atau 

membiarkan sesuatu itu diatur dalam pasal 421 KUHP yang rumusannya 

dalam bahasa belanda adalah De ambtenaar die door misbruk van zegag 

iemand dwingt iest te deon, niet te deon of te dulden, wordt gestraft met 

gevangenistraf van ten hoogste twee jaren en acht maaden. Dalam bahasa 

indonesia berarti seorang pegawai negeri yang menyalahgunakan 

kekuasaan memaksa orang lain u tuk melakukan, tidak melakukan atau 

membiarkan sesuatu dipidana penjara selama-lamanya dua tahun dan 

delapan bulan.27 

Tindak pidana dalam pasal ini terdiri dari unsur objektif yakni: 

1. De ambtenaar atau seorang pegawai negeri; 

2. Door misbruik van gezag iemand dwigen om iats te deon, niet te 

deon of te dulden atau dengan menyalahgunakan kekuasaan 

memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan atau 

membiarkan sesuatu. 

Rumusan dalam pasal 423 adalah sebagai berikut: 

                                                           
26KUH Perdata, KUHP, KUHAP”...,Hlm.523 
27P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, “Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Dan Kejahatan 
Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi..., 135 
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“Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain secara melawan hukum, dengan menyalah gunakan kekuasannya, 

memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau 

menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu 

bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam 

tahun”. 

Tentang apa sebabnya perbuatan-perbuatan seperti yang 

dimaksudkan dalam rumusan pasal 423 KUHP oleh pembentuk undang-

undanh hindia belanda dahulu telah dipandang perlu untuk dinyatakan 

sebagai perbuatan-perbuatan terlarang di dalam undang-undang, tidak 

diperoleh penjelasan cukup jelas. Akan tetapi, mungkin dapat dirasakan 

kemanfaatan dari ketentuan pidana tersebut dewasa ini seadainya 

ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 423 KUHP dapat dilaksanakan 

sebagaimana mestinya demi kepentingan rakyat banyak.28 

       Rumusan dalam pasal 425 KUHP adalah sebagai berikut: 

Diancam karena melakukan pemerasan dengan pidana penjara paling lama 

tujuh tahun: 

1. Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, 

menerima, atau memotong pembayaran, seolah-olah berhutang 

kepadanya, kepada pejabat lainnya atau kepada kas umum, padahal 

diketahuinya bahwa tidaak demikian adanya; 

2. Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau 

menerima pekerjaan orang atau penyerahan barang seolah-olah 

merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahuinya bahwa tidak 

demikian halnya; 

3. Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, seolah-olah 

sesuai dengan aturan-aturan yang bersangkutan telah menggunakan 

tanah negara yang di atasnya adaa hak-hak pakai Indonesia, dengan 

merugikan yang berhak padahal diketaahuinya bahwa itu 

bertentangan dengan peraturan tersebut. 

                                                           
28Ibid.,14.3 
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Tindak pidana pemerasan oleh pegawai negeri yang dimaksudkan 

dalam pasal 425 terdiri atas beberapa unsur diantaranya yaitu:29 

1. Unsur dalam pasal 425 angka 1 

a. Unsur-unsur subjektif:ia ketahui bahwa utang seperti itu 

ialahtidak ada; 

b. Unsur-unsur objektif:  

1) Seorang pegawai negeri 

2) Di dalam menjalankan tugas; 

3) Meminta, menerima atau melakukan pemotongan dari suatu 

pembayaran; 

2. Unsur dalam pasal 425 angka 2 adalah: 

a. Unsur-unsur subjektif : bahwa utang seperti itu sebenarnya 

tidak ada 

b. Unsur-unsur objektif: 

1) Seorang pegawai negeri; 

2) Di dalam menjalankan tugas jabatannya; 

3) Meminta atau menerima jasa-jasa secara pribadi atau 

penyerahan-penyerahan; 

4) Seolah-olah merupakan utang. 

3. Unsur dalam pasal 425 angka 3 adalah: 

                                                           
29Ibid.,157. 
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a. Unsur subjektif: bahwa dengan melakukan tindakan seperti itu 

sebenarnya ia telah bertindak bertentangan dengan 

peraturan0peraturan tersebut. 

b. Unsur objektif: 

1) Seorang pegawai negeri; 

2) Di dalam menjalankan tugas jabatannya; 

3) Seolah-olah sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

4) Dengan merugikan orang yang berhak menguasai tanah 

negara yang di atasnya terdapat hak pakai bangsa 

Indonesia. 

 

C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

Undang – undang nomor 20 tahun 2001 adalah undang-undang  republik 

Indonesia tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 1999 

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Alasan diadakannya perubahan terhadap undang-undang nomor 31 

tahun 1999 dapat diketahui dari konsiderans butir b undang-undang 

nomor 20 tahun 2001, yaitu:30 

1. Untuk lebih menjamin kepastian hukum, 

2. Menghindari keragaman penafsiran hukum, 

3. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi 

masyarakat, serta 

                                                           
30R. Wiyono, “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2005),4. 
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4. Perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. 

Perubahan terhadap undang-undang nomor 31 tahun 1999 oleh 

undang-undang nomor 20 tahun 2001 tersebut berupa:31 

1. Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 20 tahun 2001 menentukan 

tentang adanya perubahan terhadap penjelasan pasal 2 ayat 2 undang-

undang nomor 30 tahun 1999. 

Karena hanya meyebutkan tentang adanya perubahan terhadap 

penjelasan pasal 2 ayat 2 UU No 31 tahun 1999, maka selain 

penjelasan pasal 2 ayat 2 UU No 31 tahun 1999, penjelasa yang lain 

dalam penjelasan UU No 31 tahun 1999, baik penjelasan umum 

maupun penjelasan pasal demi pasal, menurut hemat penulis masih 

tetap berlaku atau tidak ada perubahan.  

2. Pasal 1 angka 2 UU No 20 tahun 2001 menentukan bahwa pasal 5, 

pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12 UU 

No 31 tahun 1999 rumusannya diubah dengan tidak mengacu pada 

pasal-pasal dalam KUHP, tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur 

yang gerdapat dalam masing-maasing pasal KUHP yang diacu.  

Perlu mendapat perhatian bahwa ketentuan yang masing-masing 

terapat dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 

11, dan pasal 12 UU No 31 tahun 1999 diubah dengan UU No 20 

tahun 2001 adalah ketentuan-ketentuan yang mengaitkan dengan 

                                                           
31Ibid.,5. 
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mencantumkan pasal 209, pasal 210, pasal 387, pasal 388, pasal 415, 

pasal 416, pasal 417, pasal 418, pasal 419, pasal 420, pasal 423, pasal 

425, dan pasal 435 KUHP yang naskah aslinya menggunakan Bahasa 

Belanda, yaitu seperti yang terdapat dalam Wetboek Van Strafrecht. 

Dikatakan tidak mengacu lagi pada pasal-pasal dari KUHP, karena 

dari pasal 43 B UU NO 20 tahun 2001 sendiri telah ditentukan bahwa 

pasal 209, pasal 210, pasal 387, pasal 388, pasal 415, pasal 416, pasal 

417, pasal 418, pasal 419, pasal 420, pasal 423, pasal 425, dan pasal 

435 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi.  

Tetapi meskipun demikian, putusan pengadilan dan pendapat pakar 

mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal 

KUHP yang diacu dan masih dapat dipergunakan sebagai pedoman 

dalam menerapkan pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, 

pasal 11, dan pasal 12.  

Sejalan dengan pembahasan pungutan liar yang dilakukan oleh 

aparatus sipil negara dalam undang-undang pemberantasan tindak 

pidana korupsi ini terdapat beberapa pasal yang memiliki sifat yang 

sama dengan tindakan pungutan liar, yakni pada pasal 12. 

Dipidana denganpidanapenjaraseumur hidup 

ataupidanapenjarapalingsingkat4 (empat) tahun dan 

palinglama20(duapuluh) tahun 

danpidanadendapalingsedikitRp200.000.000,00(duaratus juta 

rupiah) danpaling banyak Rp1.000.000.000,00 (satumiliar 

rupiah): 

a. pegawai negeri ataupenyelenggaranegarayang 

menerimahadiahataujanji,padahal diketahui 
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ataupatutdidugabahwahadiahataujanjitersebutdiberikan 

untukmenggerakkanagar melakukan 

atautidakmelakukansesuatudalamjabatannya,yangbertentangan

dengankewajibannya; 

b. pegawai negeri ataupenyelenggaranegarayang menerimahadiah, 

padahal diketahui ataupatut diduga 

bahwahadiahtersebutdiberikansebagai 

akibatataudisebabkankarenatelahmelakukan 

atautidakmelakukansesuatudalamjabatannyayang 

bertentangandengankewajibannya; 

c. hakimyangmenerimahadiahataujanji, padahal diketahui 

ataupatut didugabahwa hadiah atau janji tersebut 

diberikanuntuk mempengaruhi 

putusanperkarayangdiserahkankepadanyauntuk diadili; 

d. seseorangyangmenurutketentuanperaturanperundang-undangan 

ditentukanmenjadi advokat untuk menghadiri 

sidangpengadilan,menerimahadiah ataujanji,padahal diketahui 

ataupatut diduga bahwahadiahataujanji tersebutuntuk 

mempengaruhi nasihatataupendapatyangakan 

diberikan,berhubungdenganperkarayangdiserahkankepadapenga

dilan untukdiadili; 

e. pegawai negeri ataupenyelenggaranegarayangdenganmaksud 

menguntungkan diri sendiri atau 

oranglainsecaramelawanhukum,ataudenganmenyalahgunakank

ekuasaannya memaksa seseorang 

memberikansesuatu,membayar,ataumenerimapembayarandenga

n potongan,atau untuk mengerjakansesuatu bagi dirinyasendiri; 

f. pegawai negeri 

ataupenyelenggaranegarayangpadawaktumenjalankantugas,me

minta, menerima,ataumemotongpembayarankepadapegawai 

negeriataupenyelenggara negarayang lainataukepadakas 

umum,seolah-olahpegawai negeri atau penyelenggara 

negarayanglain atau kas umum tersebut mempunyai 

utangkepadanya, padahal diketahui bahwahal tersebutbukan 

merupakan utang; 

g. pegawai negeri 

ataupenyelenggaranegarayangpadawaktumenjalankantugas,me

mintaatau menerimapekerjaan, ataupenyerahan barang,seolah-

olahmerupakanutangkepada dirinya, padahal diketahui bahwa 

hal tersebut bukan merupakan utang; 

h. pegawai negeri 

ataupenyelenggaranegarayangpadawaktumenjalankantugas,tela

h menggunakantanahnegarayangdi atasnyaterdapathak 

pakai,seolah-olahsesuai dengan peraturanperundang-

undangan,telahmerugikanorangyangberhak,padahal 
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diketahuinya bahwa perbuatantersebut bertentangandengan 

peraturanperundang-undangan;atau 

i. pegawai negeri ataupenyelenggaranegarabaik 

langsungmaupuntidak langsungdengansengajaturutserta dalam 

pemborongan,pengadaan,ataupersewaan,yangpadasaatdilakuka

nperbuatan, untuk seluruh atausebagian ditugaskan 

untukmengurus ataumengawasinya. 

 

 

Dari huruf-huruf dalam pasal 12 di atas yang bisa disandingkan dengan 

tindakan pungutan liar adalah pasal 12 huruf e. Hal ini bisa kita pahami 

dengan melihat unsur-unsur dan penjelasan yang terkandung dalam pasal 

tersebut. Jika kita teliti ketentuan tindak pidana yang terdapat pada pasal 

12 huruf e akan ditemui beberapa unsur sebagai berikut:32 

1. unsur yang pertama 

a. terdiri dari: 

1) pegawai negeri; 

2) penyelenggara negara; 

b. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

secara melawan hukum; 

c. menyalahgunakan kekuasaan 

d. memaksa seseorang untuk 

1) memberikan sesuatu; 

2) membayar; 

3) menerina pembayaran dengan potongan; 

                                                           
32R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi...,108 
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4) mengerjakan sesuatu bagi pegawai negeri atau 

penyelenggara negara yang bersangkutan. 

Dalam unsur yang pertama yang dimaksud dengan pegawai negeri atau 

penyelenggara negara dalam 12 huruf e bisa dilihat pada pasal 1. 

2. Unsur yang kedua 

Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

secara melawan hukum” dalam hukum pidana disebut bijkomend 

oogmerk atau “maksud selanjudnya” yang tidak perlu telah tercapai pada 

waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana. 

Yang dimaksud “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” artinya 

mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain. Kata 

“menguntungkan” dalam pasal 3 sama artinya dengan mendapatkan 

untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, 

terlepas dari pengunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. 

3. Unsur yang ketiga 

Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kekuasaan” adalah 

menggunakan kekuasaan untuk tujuan lain dari maksud diberikannya 

kekuasaan tersebut. 

4. Unsur yang keempat 
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Yang dimaksud dengan “memaksa seseorang” adalah suatu perbuatan 

yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain. 

5. Unsur yang kelima 

Pegawai negeri atau penyelenggara negara baru dapat dinyatakan 

melakukan tindak pidana korupsi dalam pasal ini jika seseorang yang 

dipaksa oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut telah 

memberikan seseuatu, membayar, menerima pembayaran dengan 

potongan atau mengerjakan seseuatu bagi pegawai negeri atau 

penyelenggara tersebut. 

Contoh nyata kasus pungutan liar atau pungli di sekolah yang terjadi 

di kota Pinang, berdasarkan data dari Mahkamah Agung dapat diketahui 

bahwa telah terjadi tindakan pungutan liar di sekolah yang dilakukan oleh 

aparatur sipil negara, dalam putusan perkara Mahkamah Agung No. 82 

K/PID.SUS/2011. Dalam kasus tersebut terdakwa Muhammad Hamzah, 

S.Pd sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 1 kota Pinang telah 

melakukan pungutan liar terhadap orang tua murid. Dengan ketentuan 

sebagai bentuk ucapa terima kasih sebesar Rp. 125.000,- untuk masing-

masing siswa. 

Pada saat pelaksanaan cap tiga jari seluruh siswa/i diharuskan 

membayar uang sejumlah Rp. 125.000,-. Jika sudah melaksanakan 

pembayaran maka siswa/i SMP Negeri 1 kota Pinang baru diperbolehkan 
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melaksanakan cap tiga jari.33 

Bisa kita lihat dari contoh di atas bahwa setiap tindakan aparatur 

sipil negara atau yang biasa disebut dengan pegawai negeri yang 

melakukan suatu tindakan melawan hukum dengan memanfaatkan 

kekuasaannya agar seseorang melakukan sesuatu atau tidak melakukan 

sesuatu sesuai dengan keinginannya dan untuk kepentingannya sendiri 

termasuk dalam kategori pungutan liar. Dalam hal ini adalah pengambilan 

nominal yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang 

berlaku. Sehingga akan ada pihak-pihak yang dirugikan atas tindakan 

aparatur tersebut. 

 

       Adapun bentuk – bentuk tindakan korupsi yang dilakukan oleh pegawai 

negeri atau aparatur sipil negara dalam undang – undang nomor 31 tahun 1999 jo 

undang –undang nomor 20 tahun 2001 dapat kita pahami dari tabel di bawah ini: 

No Bentuk 

Korupsi 

Pasal Hukuman Penjelasan 

1 Kerugian 

Keuangan 

Negara 

Pasal 2 & 

3 

penjara seumur hidup 

atau pidana penjara 

paling singkat 4 (empat) 

tahun dan paling lama 

20 (dua puluh) tahun 

dan denda paling sedikit 

Rp. 200.000.000.00 (dua 

ratus juta rupiah) dan 

paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah) / pidana 

penjara seumur hidup 

atau 

pidana penjara paling 

singkat 1 (satu) tahun 

Setiap orang yang dengan 

tujuan menguntungkan 

diri sendiri atau orang 

lain atau suatu korporasi, 

menyalahgunakan 

kewenangan, kesempatan, 

atau sarana yang ada 

padanya karena jabatan 

atau 

kedudukan atau sarana 

yang ada padanya karena 

jabatan atau kedudukan 

yang dapat merugikan 

keuangan negara atau 

perekonomian negara, 

                                                           
33Putusa Mahkamah Agung No. 82 K/PID.SUS/2011. 
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dan paling lama 20 (dua 

puluh) tahun dan atau 

denda 

paling sedikit Rp. 

50.000.000 (lima puluh 

juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah) 

2 Suap Menyuap 5 huruf a 

6 ayat 1 

11 

12 huruf 

a,b,c,d 

13 

Dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 1 

(satu) tahun dan paling 

lama 5 (lima) tahun dan 

atau pidana denda 

paling sedikit Rp 

50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) dan 

paling banyak Rp 

250.000.000,00 (dua 

ratus lima puluh juta 

rupiah) 

memberi atau 

menjanjikan sesuatu 

kepada pegawai negeri 

atau penyelenggara 

negara 

dengan maksud supaya 

pegawai negeri atau 

penyelenggara negara 

tersebut berbuat atau 

tidak berbuat sesuatu 

dalam jabatannya, yang 

bertentangan dengan 

kewajibannya; 

3 Penggelapan 8 

9 

10 huruf 

a,b,c 

pegawai negeri atau 

orang selain pegawai 

negeri 

yang ditugaskan 

menjalankan suatu 

jabatan umum secara 

terus menerus atau 

untuk sementara waktu, 

dengan sengaja 

menggelapkan uang 

atau surat berharga yang 

disimpan karena 

jabatannya, atau 

membiarkan uang atau 

surat berharga tersebut 

diambil atau digelapkan 

oleh orang lain, atau 

membantu 

dalam melakukan 

perbuatan tersebut. 

Dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 3 

(tiga) tahun dan paling 

lama 15 (lima belas) 

tahun dan 

pidana denda paling 

sedikit Rp 

150.000.000,00 (seratus 

lima puluh juta rupiah) 

dan paling banyak Rp 

750.000.000,00 (tujuh 

ratus lima puluh juta 

rupiah), 

4 Pemerasan 12 huruf 

e,f,g 

Dipidana dengan pidana 

penjara seumur hidup 

atau pidana penjara 

paling singkat 4 (empat) 

tahun dan 

paling lama 20 (dua 

puluh) tahun dan pidana 

pegawai negeri atau 

penyelenggara negara 

yang dengan maksud 

menguntungkan diri 

sendiri atau 

orang lain secara 

melawan hukum, atau 
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denda paling sedikit Rp 

200.000.000,00 (dua 

ratus juta 

rupiah) dan paling 

banyak Rp 

1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah): 

dengan menyalahgunakan 

kekuasaannya memaksa 

seseorang memberikan 

sesuatu, membayar 

5 Perbuatan 

Curang 

7 ayat 

1,2 

12 huruf 

h 

Dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 2 

(dua) tahun dan paling 

lama 7 (tujuh) tahun dan 

atau pidana denda 

paling sedikit Rp 

100.000.000,00 (seratus 

juta rupiah) dan paling 

banyak Rp 

350.000.000,00 (tiga 

ratus lima puluh juta 

rupiah): 

Setiap orang yang 

melakukan perbuatan 

curang atau membiarkan 

orang berbuat curang 

yang dapat 

membahayakan negara 

6 Kepentingan 

Dalam 

Pengadaan 

12 huruf 

I 

Dipidana dengan pidana 

penjara seumur hidup 

atau pidana penjara 

paling singkat 4 (empat) 

tahun dan 

paling lama 20 (dua 

puluh) tahun dan pidana 

denda paling sedikit Rp 

200.000.000,00 (dua 

ratus juta 

rupiah) dan paling 

banyak Rp 

1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah): 

pegawai negeri atau 

penyelenggara negara 

baik langsung maupun 

tidak langsung dengan 

sengaja 

4 / 15 
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turut serta dalam 

pemborongan, pengadaan, 

atau persewaan, yang 

pada saat dilakukan 

perbuatan, 

untuk seluruh atau 

sebagian ditugaskan 

untuk mengurus atau 

mengawasinya.” 

7 Gratifikasi 12 huruf 

b 

Dipidana dengan pidana 

penjara seumur hidup 

atau pidana penjara 

paling singkat 4 (empat) 

tahun dan 

paling lama 20 (dua 

puluh) tahun dan pidana 

denda paling sedikit Rp 

200.000.000,00 (dua 

ratus juta 

rupiah) dan paling 

banyak Rp 

1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah): 

pegawai negeri atau 

penyelenggara negara 

yang menerima hadiah, 

padahal diketahui atau 

patut 

diduga bahwa hadiah 

tersebut diberikan sebagai 

akibat atau disebabkan 

karena telah melakukan 

atau tidak melakukan 

sesuatu dalam jabatannya 

yang bertentangan dengan 

kewajibannya; 
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